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POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF 
MUHAMMAD ‘ABDUH 
Sam’un 
IAIN Sunan Ampel Surabaya 
Abstrak: Sebagai pemikir pembaharuan, Muhammad 
‘Abduh telah menawarkan suatu paradigma dalam 
pemikiran hukum Islam dengan menepatkan akal sebagai 
basis utama dalam menginterpretasi pesan-pesan al-
Qur’an dan as-Sunnah. Subtansi yang ditekankan dalam 
merespon berbagai perubahan yang terjadi adalah 
memproduk hukum Islam yang sejalan dengan missi 
ajaran yang diperjuangkan Rasulullah, yakni terwujudnya 
kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Atas dasar 
paradigma inilah ‘Abduh menilai dibolehkannya poligami 
dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi 
dengan persyaratan yang sangat ketat, hal itu 
menunnjukkan, praktek poligami merupakan tindakan 
darurat. Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk berpoligami, menurutnya, sangat kecil kemungkinan 
untuk memenuhinya di era modern ini, apalagi, praktek 
poligami acapkali diikuti oleh akibat negatif yang dapat 
berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan rumah tangga 
yang bertujuan kedamaian dan ketentraman. Karena itu 
menurutnya, poligami merupakan suatu tindakan yang 
tidak boleh (haram) kecuali dalam hal-hal tertentu. 
Agaknya, ‘Abduh berpendapat bahwa asas monogami 
merupakan salah satu asas perkawinan dalam Islam 
sebagai landasan dan modal utama dalam membina 
keharmonisan kehidupan rumah tangga. 
Kata kunci: ‘Abduh, Perkawinan, Poligami. 
Pendahuluan 
Poligami bukan sesuatu yang baru berlaku di kalangan 
masyarakat Muslim, namun juga berlaku di kalangan 
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masyarakat klasik jauh sebelum datangnya Islam. Poligami telah 
eksis dalam kehidupan manusia di berbagai kawasan dunia 
sebagai tradisi yang sangat tua. Poligami ini dikenal di kalangan 
orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan persia serta 
Afrika, Australia dan Mormon di Amerika. Di India, ajaran 
Hindu juga tidak melarang poligami. Begitu juga kitab-kitab 
suci orang Yahudi dan Nasrani pun tidak melarang sistem 
perkawinan poligami tersebut. Lebih dari itu, poligami dianggap 
sebagai suatu kewajaran dan merupakan perbuatan sah para nabi 
dan raja-raja orang Yahudi. Mereka mengawini lebih dari 
seseorang isteri bahkan mengumpulkan puluhan isteri dan selir 
di dalam satu rumah.1 
Dikalangan masyarakat Arab, praktek semacam ini telah 
dilakukan secara bebas dengan tidak adanya pembatasan jumlah 
perempuan yang boleh diperistri. Seorang laki-laki boleh 
mengawini setiap wanita yang dikehendakinya ini dilakukan 
baik dikalangan orang-orang Hindu, bangsa Eropa dan Asia 
Barat. Sebagai salah satu perkawinan, poligami membawa nasib 
yang menyedihkan bagi kaum wanita. Derajat kaum wanita 
dianggap lebih rendah dari pada derajat pria.2 
Dalam kehidupan masyarakat Muslim, secara umum 
terdapat asumsi bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah 
Poligami. Pemahaman semacam ini telah menjadi sebuah dogma 
yang secara kultural telah berkembang sejak zaman klasik. 
Dalam konteks inilah Islam datang dengan tuntunan ajaran 
syari’atnya. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar 
yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang 
terdapat pada masyarakat yang melaksanakan poligami. Tujuan 
semua itu untuk memelihara hak-hak wanita, menjaga 
                                                                
1 Abduh, Abdul Ghani, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya, 
(Bandung: Pustaka, 1987), 101. Lihat pula: Do’i, Abdurrahman I, 
Perkawinan Dalam syariat Islam. Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15. 
2 Dewan Redaksi Eksiklopedia Islam, Eksiklopedia Islam Vol 4, (Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 107. 
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kemuliaan mereka yang dulu terabaikan, karena poligami yang 
tanpa ikatan, persyaratan tertentu.3 
Landasan utama ajaran Islam tentang poligami adalah al-
Qur’an dan as-Sunnah. Secara eksplisit, Allah memberikan 
gambaran, bahwa seseorang bisa beristrikan lebih dari seorang 
perempuan, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Ketika 
menafsirkan ayat ini, para pemikir Islam klasik4 bersepakat, 
bahwa praktek poligami diperbolehkan dalam Islam. 
Kesepakatan para ulama berkisar pada keputusan hukum 
bolehnya poligami. Sementara, mengenai jumlah istri yang 
diperbolehkan untuk dikawini, terdapat perbedaan dikalangan 
mereka. Hal ini lantaran perbedaan pemikiran mereka ketika 
menafsirkan huruf ‘ataf wau dalam ayat tersebut.5 
Dalam perkembangan umat Islam, lebih-lebih dikalangan 
para ‘ulama’ dan pemikiran kontemporer, antara lain ditandai 
dengan perkembangan budaya dan meningkatkannya status 
wanita yang secara global semakin mendapatkan perhatian 
dunia. Kaum wanita yang dulunya cenderung diremehkan dan 
hampir tidak pernah mendapatkan peran dalam kehidupan, 
semakin lama semakin tampak peran dan kiprahnya dalam 
memberikan andil terhadap perkembangan budaya dan ilmu 
pengetahuan. Pergeseran nilai dan sistem kehidupan tersebut 
bergerak dengan cepat, seiring dengan berkembangan budaya, 
pemdidikan dan pengalaman kaum wanita. Salah satu tokoh 
modernis yang memiliki pemikiran berbeda dengan ‘ulama’ 
klasik tentang poligami ini adalah Muhammad’Abduh. 
                                                                
3 ‘Jahrani, al., Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi. Terj. Muhammad 
Sutenritonga (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 34. 
4 Periodisasi sejarah pemikiran Islam ini Penulis sandarkan pada pembagian 
yang dilakukan oleh Harun Nasution. Secara periodik-historis, ia membagi 
perkembangan pemikiran Islam pada tiga bagian, yakni: zaman klasik (650-
1250), dan zaman modern (1800-seterusnya). Lihat: Nasution, Harun, 
Pembaharuan Dalam Islam: Pertumbuhan dan sejarah Perkembangannya. 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 13-14. 
5 ‘Habieb, Sa’di Abu, Eksiklopedi Ijma’: Persepakatan ‘ulama’ Dalam 
Hukum Islam. Terj. KH Musthafa Bisri dan KH Sahal Mahfud (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1987), h. 554. 
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Biografi Muhammad ‘Abduh 
Muhammad ‘Abduh, yang menjadi kajian dalam 
penelitian ini, lahir di pedalaman Mesir pada tahun 1849 M.6 
Ayahnya, ‘Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah 
keturunan sampai ke Umar bin Khattab, khalifah kedua dari 
jajaran Khulafaur Rasyidin. ‘Abduh bin Hasan Khairullah 
menikah dengan Ibu Muhammad ‘Abduh dalam perantauan. 
Ketika mereka menetap di Mahallah Nasr, Muhammad ‘Abduh 
lahir dan menjadi dewasa dalam lingkungan desa di bawah 
asuhan ayah-ibu yang tak pernah mengenyam pendidikan 
sekolah, tetapi memiliki jiwa keagamaan yang teguh.7 
Setelah belajar menulis dan membaca, Muhammad 
‘Abduh diserahkan pada seorang guru untuk dilatih membaca al-
Qur’an. Ternyata, dalam dua tahun ia malah berhasil 
menghafalnya. Pada tahun 1862, ia dikirim ke Tanta untuk 
belajar agama di masjid Syeikh Ahmad. Tetapi, setelah dua 
tahun belajar bahasa Arab, Nahwu, Saraf, Fiqh dan sebagainya, 
ia merasa tak mengerti apa-apa lantaran metode yang diterapkan 
adalah menghafal.8 
Tidak puas dengan metode menghafal ini Muhammad 
‘Abduh lari meninggalkan Tanta, bersembunyi di salah satu 
rumah pamannya. Setelah tiga bulan di sana, ia dipaksa untuk 
kembali ke Tanta. Akhirnya, karena merasa bahwa apa yang 
dilakukannya ini hanya sia-sia, ia pulang kampung dan berniat 
akan bekerja sebagai petani.9 
Pada tahun 1865, ketika baru berumur 16 tahun, 
Muhammad ‘Abduh menikah. Tetapi baru empat hari berlalu, ia 
di minta oleh orang tuanya untuk kembali belajar ke Tanta. Ia 
pun pergi tetapi bukan ke Tanta, melainkan ke rumah salah 
seorang paman dari pihak ayahnya yang bernama Syaikh 
                                                                
6 H.A.R. Gibb & J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. 
Brill, 1961), h. 237. 
7 Nasution, Harun, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan 
Gerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 59. 
8 ibid. 
9 ibid. 
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Darwisy Khadr. Dengan tekun Syaikh Darwisy membujuk 
Muhammad “abduh untuk mengkaji buku bersama. 
Dijelaskannya kandungan buku yang dikaji itu kalimat demi 
kalimat dengan wawasan yang luas. Ternyata, metode ini 
berhasil mengunggah semangat Muhammad ‘Abduh terhadap 
ilmu pengetahuan. Ia lalu kembali ke Tanta untuk melanjutkan 
studinya.10 
Pada tahun 1866, Muhammad ‘Abduh melanjutkan studi 
ke Universitas al-Azhar. Ketika menjadi mahasiswa inilah 
muhammad ‘Abduh bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani, 
seorang mujtahid (pejuang) dan mujaddid (pembaharu) yang 
sangat alim. Jamaluddin datang ke Mesir pada tahun 1869. 
Dengan ditemani oleh Syeikh Hasan al-Tawil, Muhammad 
‘Abduh mengunjungi rumah Jamaluddin.Mereka berdiskusi 
tentang ilmu Tasawuf dan Tafsir. Muhammad ‘Abduh kagum 
pada Jamaluddin karena kedalaman ilmunya dan cara 
berfikirnya yang modern, dan sejak itu Muhammad ‘Abduh 
selalu berada disampingnya. Mahasiswa al-Azhar lainnya 
banyak yang ditarik Muhammad ‘Abduh untuk belajar ke 
Jamaluddin.11 
Disamping berdiskusi tentang ilmu-ilmu agama, kepada 
Jamaluddin mereka belajar pengetahuan modern, filsafat, 
sejarahm hukum, ketatanegaraan, dan lain-lain, kepada mereka 
Jamaluddin memberikan semangat berbakti kepada masyarakat, 
berjihad, memutuskan mata rantai kekolotan, dan mengajari 
mereka cara-cara berpikir yang lebih maju.12 
Karena selalu berhubungan dan menemani Jamaluddin 
dalam berbagai pertemuan di Mesir, Muhammad’Abduh mulai 
mengenal situasi intern di Mesir. Ia misalnya, mulai mengetahui 
tindakan buruk pemerintah terhadap petani. Ia juga mengetahui 
kesulitan ekonomi dan problem politik Mesir serta intervensi 
                                                                
10 ibid, h. 59-60. 
11 ‘Abduh, Muhammad, Risalah al-Tauhid. Terj. Firdaus A.N., (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1992), h. vii. 
12 ibid, h. viii. 
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kekuasaan asing dalam berbagai segi kehidupan Mesir dengan 
kedok perbaikan hidup bangsa atau keunggulan bangsa Eropa.13 
Setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar dengan 
memperoleh gelar ‘Alim pada tahun 1877, Muhammad ‘Abduh 
mengajar di almamaternya itu, al-Azhar, juga diuniversitas Dar 
al-Ulum, dan di rumahnya sendiri.  Sewaktu al-Afghani diusir 
dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh menentang Khedevi 
Tawfiq, Muhammad ‘Abduh yang dituduh terlibat dibuang ke 
luar kota Kairo. Pada tahun 1880 ia diperbolehkan kembali ke 
ibukota dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar 
resmi pemerintah Mesir: al-Waqai’ al-Misriyah. Di bawah 
pimpinan Muhammad ‘Abduh, yang pada waktu itu perasaan 
nasionalismenya mulai timbul, al-Waqai’ al-Misriyah tidak 
hanya menyiarkan berita-berita resmi, tetapi juga artikelartikel 
tentang kepentingan-kepentingan nasional Mesir.14 
Pada tahun 1884, bersama dengan al-Afghani, Muhammad 
‘Abduh menerbitkan al-Urwah al-Wusqa. Selanjutnya pada 
tahun 1894 ia diangkat menjadi anggota  Majlis A’a\’a al-Azhar. 
Sebagai anggta majlis, ia membawa perubahan dan perbaikan ke 
dalam tubuh al-Azhar. Pada tahun 1899 ia diangkat menjadi 
Mufti Mesir. Kedudukan tinggi ini dipegangnya sampai ia 
meninggal dunia pada tahun 1905.15 
Perspektif Muhammad ‘Abduh Tentang Poligami  
Dalam merespon persoalan hukum polgami, ‘Abduh 
memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada 
umumnya. ‘Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligami 
dalam ajaran Islam meerupakan tindakan yang dibatasi dengan 
berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga, adanya 
persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktek poligami 
                                                                
13 Al-Bahiy, Muhammad, al-Fikr al-Islami al-Hadis wa Siratuhu bi al-
Istimar al-Gharbiy. Terj. Suadi Sa’ad, “Pemikiran Islam Modern”, (Jakarta : 
Pustaka Panjimas, 1986), h. 64. 
14 Nasution, Harun, Pembaharuan, h. 61. 
15 ibid, h. 62. 
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merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh 
orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.16 
Berbagai kondisi darurat yang disebutkan ‘Abduh, 
sebagaimana dikutip Khairuddin Nasution, sebagai alasan 
kebolehan poligami adalah: pertama, kebolehan berpoligami 
harus sejalan dengan kondisi dan tuntutan zaman. Kedua, syarat 
bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-
sampai Allah sendiri mengatakan, kalaupun manusia berusaha 
keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya 
dalam hal pembagian cinta dan pelayanan batin. Ketiga, bahwa 
suami tidak bisa memenuhi berbagai persyaratan poligami, 
harus melakukan monogami. Sehingga, dari sinilah ‘Abduh 
menyimpulkan, bahwa azas perkawinan yang menjadi tujuan 
syari’at adalah monogami.17 Dari ketatnya persyaratan yang 
harus dipenuhi seseorang untuk berpoligami, ‘Abduh menilai 
sangat kecil kemungkinan untuk memenuhi berbagai 
persyaratan tersebut. Apalagi, tindakan poligami itu acapkali 
diikuti oleh akibat-akibat negatif. Sehingga, bagi ‘Abduh, 
praktek poligami itu sangat tidak mungkin dilakukan pada 
zaman modern ini. dari sinilah, dapat dipahami pemikiran 
‘Abduh yang sampai pada satu kesimpulan, bahwa poligami 
merupakan suatu tindakan yang tidak boleh atau haram.18 
‘Abduh menjadikan surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129 sebagai 
dasar hukum poligami. Ketika menganalisis ayat 3  an-Nisa’, 
‘Abduh melakukan eksplorasi terhadap berbagai pemikiran 
ulama tafsir. Bagi ‘Abduh, bila diperhatikan pendapat mayoritas 
ulama, ayat 3 an-Nisa’ diturunkan oleh Allah setelah terjadinya 
perang uhud ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan 
perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda 
yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak 
                                                                
16 Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Vol 4, (Beirut: Dar al 
Ma’arifah), h. 349. 
17 Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran 
Muhammad ‘Abduh, (Jogjakarta: AC AdemiCA, 1996), h. 103. 
18 ibid, h. 102. 
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anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan 
masa depannya.19 
Sebagai elaborasi lebih lanjut, ‘Abduh juga menjadikan 
pernyataan ‘Aisyah tentang ayat 3 an-Nisa’ tersebut. Seperti 
dimaklumi, dalam al-Sahihain, Sunan al-Nasa’i dan al-Baihaqi 
serta tafsir Ibnu Jarir disebutkan, bahwa ‘Urwah Ibn al-Zubair 
pernah bertanya kepada ‘Aisyah, Umm al-Mu’minun, tentang 
penjelasan ayat tersebut. ‘Aisyah menjawab bahwa yang 
dimaksud al-Yatama dalam ayat itu adalah wanita-wanita yang 
berada dalam kekuasaan walinya. Wali itulah yang mengatur 
dan mengelola hartanya. Ia mengagumi harta dan 
kecantikannya, sehingga ia ingin mengawininya yang semata-
mata karena tendensi harta dann kecantikannya, tanpa 
memberikan mahar sebagaimana mestinya. Inilah yang menurut 
‘Abdullah, dilarang Allah dan selanjutnya diberikan alternatif 
untuk mengawini wanita-wanita yang bukan yatim, mungkin 
satu, dua, tiga, atau empat asal sanggup untuk berbuat adil di 
antara mereka.20 
Atas dasar ini ‘Abdullah berpendapat, bahwa ayat tersebut 
menjelaskan masalah hukum terkait dengan status wanita-wanita 
yatim pada khususnya dan juga wanita-wanita yang bukan yatim 
dan pada umumnya. Berdasarkan penjelasan ‘Aisyah kiranya 
cukup jelas dipahami, bahwa larangan mengawini wanita-wanita 
baik yatim atau bukan, pada dasarnya ditekankan pada persoalan 
mampu dan tidaknya seseorang untuk berbuat adil. Bahkan, 
ketika menjelaskan ayat tersebut, seperti diungkapkan ‘Abduh, 
‘Aisyah juga mengaitkan dengan ayat 127 dalam an-Nisa’. Ia 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “wama yutla 
‘alaikum fi al-Kitab” pada ayat 127 tersebut adalah ayat 3 (wa in 
khiftum an la tuqsitu fi al-Yatama....). Sedangkan kalimat “wa 
targhabuna an tankihuhunna” adalah penegasan larangan 
terhadap para wali yang cenderung mengawini wanita-wanita 
                                                                
19 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 4, h. 344. 
20 ibid. 
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yatim yang cantik agar dapat memanfaatkan dan menguasai 
hartanya.21 
Dari sinilah ketika mengomentari ayat ini. ‘Abduh 
menyatakan, apabila pembatasan kawin itu mempunyai tujuan 
untuk menjaga hak-hak anak yatim, pada dasarnya tujuan 
utamanya adalah peringatan tentang kepedulian terhadap orang-
orang yang tak berdaya. Artinya, ayat 3 surat an-Nisa’ ini 
diturunkan Allah bukan semata-mata untuk mensyari’atkan 
poligami. Akan tetapi, ajaran poligami yang terdapat dalam ayat 
ini merupakan satu alternatif untuk menegakkan keadilan dalam 
masyarakat, khususnya bagi perempuan yatim. 
Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai 
penafsiran ‘Abduh terhadap ayat tentang poligami. Disamping 
menganalisis prinsip keadilan dalam surat an-Nisa’ ayat 3 diatas, 
‘Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas 
surat an-Nisa’ ayat 129. Bagi ‘Abduh, ayat ini merupakan 
peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan 
mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. 
Apalagi, misalnya, perkawinan dengan beberapa orang istri itu, 
hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa 
bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan 
keluarga. Akibatnya tindakan kesewenang-wenangan dan 
ketidak adilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.22 
Meski ‘Abduh menilai, bahwa seorang suami akan sulit 
berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi keadilan yang 
dimaksud di sini adalah keadilan yang sifatnya lahiriah, bukan 
batiniyah yang bersumber pada perasaan hati, sehingga, menurut 
‘Abduh, ayat 129 an-Nisa’ ini menjelaskan ketidakmampuan 
seseorang untuk membagi perasaan batin, termasuk pada 
Rasulullah sendiri. Sebab, pada masa akhir hidupnya, Rasulullah 
lebih condong terhadap ‘Aisyah dibandingkan dengan para istri 
lainnya.23 
                                                                
21 ibid. 
22 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 5, h. 450. 
23 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 4, h. 348. 
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Pemikirah ‘Abduh yang cenderung memperketat 
pemberlakuan poligami dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Berbagai faktor itu, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, turut menentukan keputusan ‘Aabduh dalam 
menetapkan status hukum poligami. Pendidikan yang dijalani 
‘Abduh ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi 
perkembangan pemikirannya. Berbagai informasi ilmu 
pengetahuan yang diperoleh dari gurunya, melahirkan ‘Abduh 
sebagai sosok pemikir modernis-rasionalis. Tanpa menafikan 
peran gurunya yang lain seperti Syekh Darwisy, Hasan al-Tawil 
dan sebagainya, di antara beberapa orang guru yang sangat 
berpengaruh dalam membentuk pola pikir ‘Abduh adalah 
Jamaluddin al-Afgani. Dari al-Afgani inilah ‘Abduh mulai 
bersinggungan dengan dunia Barat yang penuh dengan 
kemajuan peradaban dan kebebasan berfikir. Hal ini berbeda 
dengan kondisi masyarakat Mesir yang pada saat itu jatuh dalam 
kefakuman berfikir. 24 
Pengaruh al-Afgani ini sangat terasa dalam perkembangan 
pemikiran ‘Abduh. Ia mulai bersikap rasional yang berupaya 
menggabungkan kepentingan agama yang bersifat ta’abbudi 
dengan kondisi masyarakat yang bersifat adabi al ijtima’iy. 
Dalam konteks pemikirannya tentang poligami, pola pikir 
‘Abduh yang demikian ini turut berpengaruh dalam menetapkan 
status hukum poligami.  
Baginya, syari’at Islam tentang poligami harus 
disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat, bukan 
diberlakukan secara menyeluruh tanpa reserve. Selain pengaruh 
intelektual, kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi 
pola pikir ‘Abduh. Secara politis, ‘Abduh dibesarkan dalam 
kondisi Mesir berada dalam cengkraman penjajah. Keluarganya 
terpaksa harus mengungsi ke desa terpencil di Mesir. Ini 
dilakukannya lantaran mereka didalimi oleh para pengusaha 
yang otoriter saat utu. Di sana terjadi peristiwa dimana para 
                                                                
24 Hourani, Arabic Thought, h. 107-108. Lihat juga: Lubis, Pemikiran 
Muhammadiyah, dan Muhammad ‘Abduh: Suatu Studi Perbandingan, Rida, 
Tafsir al-Manar, Vol. 4, h. 348. 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 
 
111 
pengusaha itu banyak melakukan diskriminasi terhadap kaum 
perempuan. Bahkan, pengusaha banyak sekali berpoligami tanpa 
memperhatikan rasa keadilan istri-istri mereka. Mereka 
memperlakukan para istri itu sehendak hatinya dimana. secara 
leluasa mereka dengan bebas mengawini atau menceraikan 
perempuan menurut seleranya. Kondisi ini sangat berbeda 
dengan apa yang ditemui ‘Abduh di bangsa Barat. Ketika itu, di 
dunia Barat pihak perempuan sudah mulai menggugat 
persamaan derajat. Gerakan ini masyhur dengan sebutan 
gerakan feminisme. Sehingga, melihat kondisi yang demikian, 
‘Abduh dan para pengikutnya berupaya melakukan perubahan 
dan modernisasi terhadap status perempuan. Orientasi pemikiran 
‘Abduh ini adalah melakukan sesuatu untuk melahirkan kembali 
moral dari masyarakat Islam. Dengan kata lain, kepedulian 
‘Abduh sebenarnya ada pada upaya reformasi dalam hal 
penguatan kembali perintah-perintah agama.25 
Dalam konteks inilah dapat dipahami pemikiran ‘Abduh 
tetang status hukum poligami. Berbasis pada orientasi 
pembaharuan atas peran perempuan Mesir, ‘Abduh memandang 
penting untuk mereformasi praktek poligami. Bagi ‘Abduh, 
ajaran poligami yang selama ini dikenal dalam islam, harus 
dievaluasi kembali agar sejalan dengan tuntutan zaman. 
Sehingga, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ‘Abduh 
memandang poligami sebagai sebuah tindakan yang hanya bisa 
dilakukan dalam kondisi darurat, bukan berlaku secara umum 
sebagaimana dipahami selama ini. 
Dalam memahani nas-nas agama, terutama al-Qur’an, 
‘Abduh tidak hanya mengkajinya dari aspek kebahasaan semata. 
Akan tetapi, ‘Abduh berupaya memahaminya dikaitkan dengan 
kondisi sosial masyarakat dimana nas itu muncul. Sehingga, 
dalam kajian ilmu tafsir, pendekatan ‘Abduh yang demikian ini 
                                                                
25 Harden, Nelly Van Doorn, Perempuan di Mesir: Perspektif Budaya dan 
Agama dalam Syafiq Hasyim, ed., Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi 
Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, (Bandung: Mizan 
1999), h. 25-26. 
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disebut sebagai metode tafsir al-Adabi al-Ijtima’iy, sebuah 
penafsiran yang melibatkan aspek sosiologis.26 
Pada tataran praksisnya, metode penafsiran ‘Abduh ini 
sangat mempertimbangkan kondisi sosial pada saat turunnya 
nas. Sehingga, dalam penafsiran satu ayat, ‘Abduh terlebih 
dahulu mengkaji aspek sosial yang melatari turunnya ayat 
tersebut. Di sinilah peran akal begitu dominan dalam mengkaji 
berbagai aspek yang melatari turunnya ayat. Sehingga, 
pendekatan terhadap nas semacam ini bercorak kontekstuan-
rasional. Di samping itu, ‘Abduh memandang bahwa ayat al-
Qur’an dalam satu surat merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. Artinya, berbagai ayat dalam satu surat merupakan 
satu rangkaian yang membahas satu persoalan secara 
konprehensif. Sehingga, dengan model pendekatan semacam itu, 
‘Abduh memahami sebuah ayat dalam konteks universal dalam 
satu surat.27 
Corak pendekatan di atas juga berpengaruh pada 
penafsirannya terhadap surat ayat poligami. Bagi ‘Abduh, ayat 3 
dan 129 yang terkait dengan poligami merupakan satu kesatuan 
dari tema besar yang diangkat dalam surat an-Nisa’, yaitu 
menyangkut kesejahteraan kaum perempuan dan anak yatim. 
Secara spesifik, ayat di atas turun dalam konteks anak yatim dan 
larangan memakan harta mereka. Sehingga, ayat ini tidak 
berbicara secara langsung dan spesifik tentang poligami.28 
Artinya,poligami dalam ayat ini harus dipahami sebagai satu 
bagian sari tema besar dalam surat an-Nisa’ tersebut. 
Berdasarkan inilah, ‘Abduh memandang praktek poligami 
sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi 
tertentu saja, darurat. 
Pengaruh penafsiran ‘Abduh terhadap keputusan poligami 
itu semakin diperkuat dengan analisis historisnya. Bagi ‘Abduh, 
                                                                
26 Dhahabi, al-Tafsir, h. 548. 
27 Syahatah, ‘Abdullah Mahmud, Manhaj al-Iman Muhammad ‘Abduh fi al 
Tafsir al-Qur’an al Karim, (Cairo: al-Majlis al A’la Ri’ayah al Funun wa al 
Adab wa al ‘Ulum al Ijtimaiyah) h. 20. 
28 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 4, h. 348. 
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ayat poligami itu turun satelah terjadinya perang uhud yang 
mengakibatkan ketika banyak pejuang islam yang gugur di 
medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan 
janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, 
banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, 
pendidikan, dan masa depannya.29 Sehingga, keputusan hukum 
poligami itu sangat tergantung dengan kondisi sosial 
masyarakat. Dari sinilah ‘Abduh sampai pada satu kesimpulan 
bahwa praktek poligami di zaman modern ini nyaris tidak 
mungkin diterapkan.  
Dari aspek teori hukum dan Ijtihadnya, ‘Abduh lebih 
banyak menfokuskan pada aspek terciptanya kesejahteraan 
umum. Meskipun ia tetap mendasarkan pemikirannya pada 
hukum al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’, akan tetapi, seluruh 
dasar hukum dalam Islam itu bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Karenanya, dalam menganalisa 
persoalan hukum, ‘Abduh lebih banyak menekankan aspek 
kesejahteraan ini. Sampai-sampai sebagaimana dikutip 
Khairuddin Nasution, bila terjadi pertentangan antara nas dan 
aspek kesejahteraan ini, maka ‘Abduh akan lebih memilih 
penegakan hukum berdasar kesejahteraan yang bisa dicapai 
dengan akal. Sementara, formalitas ayat itu akan ditinggalkan. 
Sebab, bagi ‘Abduh, hukum yang berakar pada nas hanya 
merupakan sarana bagi tegaknya kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga, bila ayat itu tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan 
masyarakat, maka ayat itu bisa ditinggalkan.30 
Dalam konteks ayat poligami, ‘Abduh memandang bahwa 
tujuan poligami dalam Islam, sebagaimana tercantum secara 
jelas dalam al-Qur’an, berdampak secara positif bagi 
perkembangan Islam masa awal. Bagi ‘Abduh, pengakuan Islam 
atas praktek poligami ini bisa memperbanyak pemeluk Islam, 
sehingga dapat menciptakan rasa solidaritas yang sangat tinggi. 
                                                                
29 ibid, h. 344. 
30 Nasution, Riba, h. 20. 
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Apalagi, pada masa itu, tidak terdapat  berbagai aspek negatif 
yang memicu kehancuran dalam masyarakat.31 
Kondisi ini berbeda dengan konteks masyarakat modern 
saat ini. Adanya poligami dapat menyebabkan terjadinya 
pertentangan dalam masyarakat. Sebab, menurut ‘Abduh, 
praktek poligami di zaman ini dapat memicu permusuhan antara 
para istri, anak-anak, dan keluarga. Akibatnya, permusuhan itu 
akan meluas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, 
disyari’atkannya poligami yang bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Dari sinilah 
‘Abduh memandang penting untuk mempertimbangkan kembali 
ajaran poligami dengan pertimbangan maslaha. Sebab, bagi 
‘Abduh, ajaran Islam seluruhnya bermuara pada kesejahteraan 
manusia.32 
Manakala praktek poligami tidak sejalan dengan tujuan 
ini, status hukum poligami harus dipertimbangkan kembali. Bila 
sebelumnya ia legal, maka pada saat ini praktek poligami bisa 
dilarang. 
Penutup 
Pendapat ‘Abduh tentang poligami adalah boleh dilakukan 
jika seorang berada dalam keadaan darurat, bukan dalam kondisi 
normal. Dari sini terkesan bahwa ‘Abduh condong poligami 
sebagai tindakan yang dilarang. Artinya, poligami hanya bisa 
dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang bersifat darurat, 
sehingga tanpa adanya syarat ini poligami tidak diperbolehkan. 
Dari sinilah ‘Abduh  memandang bahwa ajaran poligami dalam 
Islam tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang. Sebab, 
kebolehan poligami merupakan rukhsah bagi mereka yang 
berada dalam kondisi darurat.  
Pemikiran ‘Abduh menyangkut status hukum poligami 
didasarkan atas dasar hukum dalam Islam, yaitu al-Qur’an, as-
Sunnah. Dari al-Qur’an, ‘Abduh dan sebagian mayoritas ulama 
menjadikan surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129 sebagai landasan 
                                                                
31 Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 4, h. 349. 
32 Ibid, h. 350. 
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utama bagi pendapatnya terkait dengan status hukum poligami. 
Berdasarkan dua ayat tersebut, ‘Abduh menetapkan status 
hukum poligami. Di samping itu, ‘Abduh juga menjadikan atsar 
sahabat, yakni, pernyataan ‘Aisyah dan pendapat para ulama 
untuk mendukung pendapatnya tentang status hukum poligami. 
 Pemikiran ‘Abduh yang cenderung melarang dan hanya 
memperbolehkan poligami dalam kondisi darurat dipengaruhi 
oleh pengalaman pendidikan ‘Abduh di bawah bimbingan guru-
gurunya yang membawa pemikira baru dalam memahami 
agama, khususnya al-Afgani. Di samping itu, kondisi 
masyarakat Mesir pada saat itu turut menyadarkannya akan 
peran perempuan. Sehingga, ‘Abduh berupaya melakukan 
perubahan dan modernisasi agama terkait dengan perempuan. 
Selain itu, pola pikir ‘Abduh, khususnya pendekatan dalam 
memahami nas yang melibatkan aspek sosio-historis dan 
penekanan pada aspek maslahah dalam teori hukum dan ijtihad. 
Sehingga, dengan pola pikir demikian, ‘Abduh hadir sebagai 
pemikir yang bercorak kontekstual-rasional dalam menetapkan 
hukum poligami. 
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